








Usulan Kebijakan Kompartemenisasi dalam dana amanat JKN

Kebijakan kompartemenisasi dalam dana amanat JKN adalah upaya mencegah risiko kerugian dari
suatu kelompok peserta JKN, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi kelompok lainnya. Upaya
ini dilakukan dengan membuat kantong pengelolaan dana amanat berdasarkan segmentasi.
Kebijakan dan strategi program berbasis segmentasi peserta JKN dapat disusun dan dijalankan
untuk mengatasi masalah defisit pada tiap kantong tersebut. Dana JKN untuk membiayai PBI
APBN dari negara tidak akan digunakan untuk membiayai kelompok peserta lainnya (lihat gambar
2). Dana ini untuk membiayai kebijakan kompensasi. Pada tahap selanjutnya, kebijakan ini juga
membatasi penyerapan dana JKN hanya berpusat untuk peserta JKN dari daerah maju.

Gambar. 2 Perubahan Skema Dana Amanat JKN dengan Menggunakan Kompatermen
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Kebijakan kompartemenisasi ini juga harus dilengkapi dengan kebijakan lainnya yang mendukung
pencapaian pemerataan kesehatan, seperti:

1. Pemerintah daerah ikut menanggung defisit JKN. Kebijakan ini akan menuntut pemerin-
tah daerah untuk mengontrol JKN di provinsinya. Ketika terjadi overuse (penggunaan
berlebihan) pemerintah daerah wajib membiayai kelebihan tersebut. Untuk daerah terbatas
seperti Papua, NTT, Bengkulu dan lainnya dapat mengajukan permohonan bantuan kom-
pensasi ke pemerintah pusat (JKN yang adil).

2. Penetapan kelas standar. Kebijakan ini menetapkan bahwa tidak ada perbedaan kelas (I, Il
dan Ill) dalam asuransi sosial IKN. Semua peserta akan menikmati kelas Il sebagai kelas
standar dan tidak boleh naik kelas. Jika naik kelas diharapkan menggunakan asuransi
komersial atau biaya sendiri.

3. Penetapan nilai maksimal klaim untuk setiap peserta. Salah satu langkahnya adalah
penetapan nilai maksimal batas manfaat untuk penyakit dan pelayanan kesehatan esensial.
Kerugian akibat layanan tingkat tinggi dapat dikurangi dan juga memberikan pandangan
kepada seluruh masyarakat tentang batasan klaim. Pembatasan klaim akan membentuk
persepsi masyarakat dan pemerintah bahwa penting dilakukan upaya preventif dan promo-
tif. Penguatan upaya tersebut menjadi bagian yang terintegrasi dari kebijakan JKN ini.

4. Penggunaan dana kemanusiaan dan/atau APBD untuk membiayai anggota PBPU Kelas
Il yang tidak mampu membayar, dan atau belum bisa dipindahkan ke PBI.




